
REPUBUK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE CAVERNMENT OF THE REPUBLIC

OF INDONESIA AND THE ROYAL GOWRNMENT OF THE KINGDOM OF
CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu
tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik
Indonesia sebagai bagran dari masyarakat internasional
melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang
diwujudkan dalam perjanjian intemasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang
pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menandatangani
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di
Bidang Pertahanan lAgreement betueen tle Gouernment
of tle Republic of Indonesia and the Rogal Gouemment of
tle Kingdom of Cambodia onening Cooperation in the
Fteld of Defenel, pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di
Pampanga, Filipina;

c. bahwa . . .
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Mengingat : 1

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2O00 tentang Perjanjian
Internasional, pengesahan perjanjian internasional di
bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di
Bidang Pertahanan (Agreement behleen tle Gouernment
of tle Republic of Indonesia and tle Royal Gouernment of
tle Kirqdom of Cambodia coneming Cooperation in the
Field of Defencel;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (21

dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN (AGREE,MENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
ROYAL CAWRNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCD.

Pasal I

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang
Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between tle
Gouemment of tle Republic of Indonesia and the Rogal
Gouernment of the Kingdom of Cambodia @nceming
Cooperation in the Field of Defencel yang telah
ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di
Pampanga, Filipina.

(21 Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja
tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement
between tle Gouernment of the Republic of Indonesia and.
the Rogal Gouernment of tle Kingdom of Cambodia
coneming Cooperation in the Field of Defencel dalalr,
bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

orang mengeta-huinya, memerintahkan
Undang-Undang ini dengan

dalam Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan dan

Hukum

ttd

ttd

*

,KI
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PRESIDEN
REFUBUK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERA"IAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEDN THE CAVERNMENT OF THE REPUBLIC

OF INDONESIAAND THE ROYAL CAWRNMENT OFTHE KINGDOMOF
CAMBODIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCq

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah
satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup
suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari
luar negeri dan/ atau dari dalam negeri merupalan syarat mutlak bagi
negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan
kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin
kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor
yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara
dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja salna antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Kerajaan Kamboja diwujudkan dalam bentuk Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan
Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement betraeen
tte Gouernment of the Republic of Indonesia and the Rogal Gouemment of
tle Kingdom of Cambodia conerning Cooperation in tle Field of Defencel
yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2Ol7 di Pampanga,
Filipina, yang selanjutnya disebut Persetqjuan, perlu disahkan dengan
Undang-Undang.
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Materi muatan dalam Persetqiuan antara lain:
tujuan dibuatnya Persetujuan;
ruang lingkup kerja sama mencakup:
a. dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu

pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan
bersama;

b. pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan
Angkatan Bersenjata;

c. pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan
Bersenjata;

d. pertukaran informasi dalam intelijen militer;
e. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang

industri pertahanan;
f. meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata;
g. meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer

melalui program pendidikan dan pelatihan; dan
h. bidang lain yang disepakati bersama.
otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan;
pelindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan
pelaksanaan Persetujuan;
pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan
Persetujuan;
penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan
Persetujuan;
ketentuan mengenai amendemen; dan
ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan.

II. PASAL. . .

3

4

5

6

7

8
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7OO7
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REPUBLIK INDONESIA 

kerja sama pertahanan akan 
menguntungkan pada hubungan 

PERSETUJUAN 

ANTARA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA 

TENTANG 

KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja yang 
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; 

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral 
yang ada antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang 
pertahanan dalam semangat ASEAN, saling percaya, dan saling pengertian; 

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja 
sama antara Para Pihak akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan 
internasional dengan cara menciptakan saling percaya, memahami, dan 
bekerja sama dalam hubungan internasional: 

Mengakui hubungan jangka panjang antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam berbagai bidang kerja sama 
pertaharan dan militer; 

Telah menyetajui hal-hal sebagai beriku 

Memperhatikan bahwa penguatan 
memberikan kontribusi yang saling 
pertahanan nasional kedua negara; 

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
kedua negara; 

• 

i 
L 
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PASAL 1 
TUJUAN 

Tujuan dari Persetujuan ini adalah menyediakan kerangka kerja umum untuk 
meningkatkan kerja sama bilateral di bidang-bidang yang menjadi 
kepentingan bersama Para Pihak dalampertahanan, berdasarkan prinsip 
kesetaraan, manfaat bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan 

dan integritas teritorial. 

PASAL 2 
LINGKUP KERJA SAMA 

1 .  

2 

3 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan 
militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; 
pertukaran kunjungan antara Sadan Pertahanan dan Angkatan 
Bersenjata; 
pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan 
Bersenjata; 
pertukaran informasi dalam intelijen militer; 
kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri 
pertahanan; 

meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; 
meningkatan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui 
program pendidikan dan pelatihan; dan 
bidang-bidanglain yang disepakati bersama 

PASAL 3 
OTORITAS BERWENANG 

, 

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini mencakup 

Otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan ini adalah 

1 .  Untuk pihak Indonesia: Kementerian Pertahanan, 
2. Untuk pihak Kamboja: Kementerian Pertahanan Nasional. 

PASAL 4 
PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1.  Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pemindahan yang tidak 
sah atas hak-hak kekayaan intelektual yang dipindahkan, 
dipertukarkan, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai 

dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara mereka 
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dan kesepakatan internasional lain dimana negara mereka menjadi 
Pihak. 

2. Pelindungan dan pendistribusian hak kekayaan intelektual termasuk 
pelindungan hak sah pihak ketiga, serta pembagian kepemilikan yang 
adil berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak, diatur oleh Para 
Pihak melalui pengaturan tertulis terpisah pada bidang kerja sama 
tertentu. 

PASAL 5 
PENGATURAN KEUANGAN 

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus 
menanggung biaya sendiri terkait pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai 
dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak. 

PASAL 6 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Setiap masalah yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari 
Persetujuan ini diselesaikan secara damai antara Para Pihak. 

PASAL 7 

AMEN DEM EN 

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan 
bersama Para Pihak dan menjadi Protokol terpisah sebagai bagian yang 
terintegrasi dengan Persetujuan ini.Protokol tersebut mulai berlaku pada saat 
diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang pemenuhan prosedur 
internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak. 

PASAL 8 
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN 

1 .  Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis 
terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur 
internal yang dilakukan oleh Para Pihak,sebagai syarat pemberlakuan 
Persetujuan ini. 

2. Setiap kerja sama sebelumnya antara Para Pihak tetap berlaku di 
bawah Persetujuan ini. kecuali jika kerja sama tersebut tidak sesuai 
dengan semangat Persetujuan ini 
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3. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 
secara otomatis diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun 
berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan 
memberi tahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling sedikit 6 
(enam) bulan sebelum tanggal pengakhirannya. 

4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau 
jangka waktu kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran 
tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. 

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa 
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. 

oBuAT r [ P e e _ P a a  t a r p o a u 3  t tahun 2 0  alam 

bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris; semua naskah 
autentik. Jika terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah 
bahasa Inggris yang berlaku. 

UNTUK PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

RYAMIZARD RYACUDU 
MENTERI PERTAHANAN 

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA, 

SAMDECH PICHE YSENA TEA BANH WAKIL PERDANA MENTERI, MENTER! PERTAHANAN NASIONAL 
• 
' 



guguuuuih 
g uufinuag3~a~uuuurg ua[pgguiln uunn uutunu41g 
u~iyynuz uns@gas aumlag~oagnguunau gusurguauumgpa~gun 
uljngrlur~gr#uugfhpssufuanul3~uupnuau :s[flaulg 

3152952u 
o 

62 

aulxuan@&uuursugu 1unsils1~ [lhsns nudbnunuur~mu - .. . ... - ' 

L1sys ails! guru1u mg}g1us~gya1 pun1lg,inn11ya pug 
gauuugals guaunusgygulnglurbygluuu u@gnpuugumu 

Jun 

uliysgsuusna tuunglunv~ggguatuu~gs1usumg uluulouruuu:us 
nuguru ng jsfuufuunuusyuugufins g us gr&gunbsmu 

uu&tssuussn~unumun~us &nmuun « , 

tuns lgus[sg&unmuudinnauus gu~airs uu~opnuuu1gnlgna 
gu@sursllrgusuasugnaulngrlur~gs uutgsapusgr&unr@mu 

auyuHr sMilu'nu 
uapauysdgumaunssugr~ guauuumgyyulngrlu~guufun:mt 
autuqur6ilqutulsuput1guys Buts su#lugs ex#luuunnusumuz 4 

-gut. 
upn nluoa uuulauruuu:ulsnugauss jsfuufuuuusyuuguft ¢ ¢ 

est:susssgsu~sussss~ 
' 

ks 
-- 

0 

2:sgssuus2:ssfggs e 

VIS{NO(NI MI IHM:AH 
a 

.w.. 

/§€ \I = 

:)' , .• y '; 



ss18n& 

ms3us?gss.as 
'  

[91~u9mays~papa~is:nunmi mi5uur[pie9nugm~mrn.mu 
ngsrammstpfgpunpijse: ~aruasimulmsscimrusigs 

nnurniannilnusrjamrg~amtniy gmmsip~fig[snijase: [pin:nu 
hummunmuommh&am# 

fig1np]ass:icsijhagnu uinsou manurigm~mnpn]amisffq 
stumturs~nm# S8tu{nhf5nnanuejnuu incigjuisfg[pp]a is: (nuns: 
sonmrusot~fiausgamiss n.humunurwrruamu ismrnrpsiiii5ism8nj 
oici mumif 

« 

% 

% 

sn1and 

ssgss£sss¢ ~enssscss 

9.mg[yp]ass: $8gnsarsctfmufoismms.heoamu anunp 
wrpm ugtmrgn is~gannum#'gt5i7tituyptnmaiaaoit any~fig[psi]mg: 
01h1re9 1 

.nfgtufufimfiugmamisifir mpsnnmnaiamufigypupi]1g: 
n:minfigtujufufmsans:sjpuumunifinusisn isrig[pun]ass:" 

m.fig[pupils:us[yr~gmntptuurnrue (gi) pi 8upptugmunjunu#fnyynt 
runu (ypi) giugugtrs]n minmuumtrmumi'siu finnturptfig1pun]as: 
mum;shamnnuunrwrpmgimrgnuhtficur:innb (piun ie gmnu~g9ism 
um~fginunpi] munnarngsi 



es 1ab 

osssmsg5st1585275 

Tnnnmnisripauyymiufimmrigpnp]8g: mcpug: 
·.fig#gs $am»fen:unun1gm#ms]a srugjpmnmn Burum 

isnnyunti 
.mgay.hsngfigmhtnptsmini Benengi8yyuatnnt 
m.mng arsons sys fipisujgunmcsgi pusianany8ya~mat 
.mmgnyusm1us 
e.fgnujiiufmr~igniepnjpy Sugrue nm8iuetnungmmnmnf 
b.mnr~nnnfguyufmiisnanpi8yuntmi 
n.~nnnmmntnrmnruituminf Serunsmrur:mrung:unmn 

Burgh#ujmtjs Be ' ' 
Gd. Tsui is]ninacsanmnz 

s5 nm 

sagssss85$25 

mgh trues supfigianusqnwsipgtfigppupi]as:ii: 
.hmiinnpserj : pemmif 

l 

U.[ptminmh :[n1namnmf 
'  

818nd 

mssss@muss@uz 

.nm#pis~nprim~yt 3amnsimyr~gugnnumsmiwgggn mn:mngt 
mgay gmrujninrms1mfg[pile: manuunamssptnf Bausugfis 
nyyon fxcmfigpi]angmiispyon~u3 

b.mmin Bamisnour~gnu@u,n uurnmmm»mtg[tuupt~run mi~ 
[usiami@cam(iinnnisngrgmn nuim~minuinnmun nm# Spppiijgj8 
mum]uratnuiqjmsncnuurwrunumi sin8iieumrnriisfigetpyfiufimr 



suss 3suss 4 # it 

• 

:gas2suuc 
a 

s5suss 
' 

gksusgu:u. e 

s53s3ususs 
' 

ease»sea3a3ls3s 
- 

lasses6 e 

Lnuuum~lo@uuusn~ 
:s[haul~grilyunuuagdu@gr@usuauu t,pdhy@nu~j~usuagusyssninr! 
r@guus jsfuguu ~uunu tGoa uuia; pf 1a1f 

.:s1[lnul~gpuan~u:bu 
s@syn nugmnun@~u1@gptsuytlnn au#lauagnu uu~nu3lg 

• guRmuaa[flulusuuufl:h a[ilnul~gp~nus[sly&by@su 
naususuuiunst uugiuunuiugapur:nsgng :s1[ylnul~gp~du'p 



AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE ROYAL GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 

CONCERNING 

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE" 

REPUBLIK INDONESIA 

The Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government 
of the Kingdom of Cambodia hereinafter referred tu as the "Parties"; 

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations 
between the two countries tnrough cooperative activities in the field of 
defence in the spirit of ASEAN, mutual trust and understanding; 

Affirming that developing friendly relations and cooperation between tne 
Parties will contribute to international peace and security by means of 
creating mutual confidence, understanding and cooperation in 
international relations; 

Recognizing the long-lasting relationship between the Government of the 
Republic of Indonesia and the Royal Government of the 'Kingdom of 
Cambodia on various fields ot defence and military-related cooperation; 

Noting that the strengthening of defence cooperation will contrioute to the 
mutually beneficial relations of both national defences; 

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries, 

Have agreed as follows: 
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ARTICLE 1 
PURPOSE 

The purpose of this Agreement is to provide a general framework for 
promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in 
areas of mutual interest, based on the principles of equality, mutual benefit 
and full respect of sovereignty and territorial integrity. 

ARTICLE 2 
SCOPE OF COOPERATION 

The scope of cooperation of this Agreement may include: 

1 .  Regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and 
military issues of common interest; 

2. Exchange of visits between defence and Armed Forces agencies; 
3. Exchange of the visits of the high ranking official, including Armed 

Forces; 
4. Exchange of information in the military intelligence; 
5. Cooperation in science and technology in defence industry; 
6. Promoting cooperation of the Armed Forces; 
7. Promoting capacity building in the field of defence and military 

through education and training programs; and 
8. Other mutually agreed areas. 

ARTICLE 3 
COMPETENT AUTHORITIES 

The competent authorities entrusted with the implementation of this 
Agreement are: 

1 .  For Indonesian side: The Ministry of Defence; 
2. For Cambodian side: The Ministry of National Defence. 

ARTICLE4 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

1. 

2. 

The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of under this 
Agreement in accordance with respective national laws and 
regulations of their countries as well as the international agreement 
to which their countries are party. 

The protection and distribution of intellectual property rights including 
protection of a third party's legitimate right, as well as the 
consideration of equitable portion of ownership based on the 
contribution of the respective Parties, shall be arranged through 
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separate written arrangements by the Parties on the specific areas of 
cooperation. 

ARTICLE 5 

FINANCIAL ARRANGEMENTS 

Unless decided otherwise by lhe Parties, each Party shall bear its own 
expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its 
budgetary allocations. 

ARTICLE 6 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any matter arising on the interpretation or implementation from this 
Agreement shall be settled amicably between the Parties. 

• 

ARTICLE 7 

AMENDMENTS 

2. Any previous cooperation between the Parties remain valid under 
this Agreement, unless those cooperation are incompatible with the 
spirit of any provisions of this Agreement. 

This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years 
and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 
(five) years. Either Party may terminate this Agreement by giving 
written notification through diplomatic channels at least 6 (six) 
months prior to the date of its intended termination. 

This Agreement shall enter into force on the date of the last written 
notification through diplomatic channels on accomplishment by the 
Parties of proper internal states procedures, necessary for the entry 
into force of this Agreement. 

ARTICLE 8 

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION 

3. 

1 .  

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of 
the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this 
Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last 
written notification of the fulfillment of necessary internal state procedures by 
the Parties. 




